












k. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai

karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak

Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan

pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan

pertanggungjawaban yang dimaksud;

I. Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan

sebagai berikut:

i. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang

melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau

ii.      Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang 

melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam. 

m. Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf I

menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan

melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina

mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;

n. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf I, maka

dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya

ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya

ditanggung mandiri;

o. Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf I dapat

dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang

telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau

Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah

Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri

oleh pelaku perjalanan luar negeri;

p. Pelaksanaan tes pembanding RT-PCR sebagaimana dimaksud pada

huruf o dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Cipto

Mangunkusumo (RSCM),atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat

Gatot Soebroto (RSPAD), atau Ru mah Sakit Bhayangkara Raden Said

Sukanto (RS. Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh

KKP atau laboratorium yang bekerjasama dengan tempat akomodasi

karantina;

q. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut lnternasional memfasilitasi WNI

atau WNA pelaku perjalanan luar negeri yang membutuhkan

pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai

ketentuan yang berlaku;

r. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan

fungsi terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti Surat

Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang
selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran

ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
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